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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara 

hukum. Pernyataan tersebut telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga dapat diartikan bahwa 

setiap suatu perbuatan dan perilaku dibatasi oleh suatu hukum agar dapat 

terkontrol. Pengertian hukum sulit untuk di definisikan. Penyebab dari hukum 

sulit didefinisikan karena hukum berwujud abstrak dan sangat luas. 

Menurut E.Utrecht “Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup-perintah 

dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya 

ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk 

hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.”1 

Fungsi hukum ialah sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagia 

fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dinaggap merupakan 

 
1 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11. 



 
 

 
 
 

penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang 

dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.2 

Beberapa unsur-unsur hukum yaitu:3 

1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat; 

2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang; Peraturan itu secara 

umum  bersifat memaksa; dan 

3. Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hukum di Indonesia memiliki dua jenis yaitu hukum publik dan hukum 

privat. Hukum pidana masuk kedalam ranah hukum publik, yang dapat kita 

artikan bahwa, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang 

menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang 

dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.4 

“Sumber hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sumber hukum tertulis, dan sumber hukum tidak tertulis.”Di Indonesia belum 

memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional.” Kitab Undang-Undang 

yang digunakan masih menggunakan Kitab Undang-Undang yang merupakan 

 
2 Achmad Ali,  Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko 

Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 87. 
3 Zainal Asikin, Op.cit. hlm. 23. 
4 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 

hlm. 93. 



 
 

 
 
 

warisan dari Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Salah satu Kitab Undang-

Undang yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disingkat dengan KUHP 

merupakan sumber hukum pidana tertulis di Indonesia. Di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana ini disusun dalam tiga buku yaitu Buku I tentang 

Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. 

Hukum Pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 

tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam 

keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan 

tersebut.5 Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat 

tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak 

menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang 

hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma 

dibidang hukum lain tersebut.6 Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum 

pidana yanag terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana 

bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga 

sebagai asas legalitas. Hukum Pidana dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal 

apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 

atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan 

 
5 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, 

hlm. 1-2. 
6 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.  



 
 

 
 
 

cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksankan apabila ada orang yang 

disangka melanggar larangan itu.7 Berkaitan dengan tidnak pidana Moeljatno 

merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan hukuman pidana , barang siapa melanggar 

larangan tersebut.8 

Suatu perbuatan dapat dikatakan Tindak Pidana apabila memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut:9 

• Melawan hukum; 

• Merugikan masyarakat; 

• Dilarang oleh aturan pidana; 

• Pelakunya diancam dengan pidana. 

Tujuan dibuatnya hukum pidana memiliki dua aliran, yaitu :10 

• Menurut aliran klasik : Untuk melindungi kepentingan individu dari 

kesewenang-wenangan penguasa (karena itu, dengan adanya hukum 

pidana kepastian hukum dapat terwujud). 

• Menurut aliran modern : Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.  

 
7Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4-5. 
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54. 
9 M. S. Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Ghalia, Bandung, 1982, hlm. 2. 
10 Datawika, “Pengertian Hukum Pidana, Pembagian, Tujuan, dan Fungsinya” , diakses dari 

https://www.datawika.com/pengertian-hukum-pidana/, pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 07.22. 

https://www.datawika.com/pengertian-hukum-pidana/


 
 

 
 
 

Berdasarkana tujuan diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana ada 

untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan dan menertibkan Masyarakat. 

Semakin bertambah banyaknya penduduk, semakin banyak pula kejahatan yang 

timbul. 

Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” 

dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak 

baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).11 Pengertian kejahtan dari sudut 

pandnag hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan 

hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan 

tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.12 

Kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke II. 

Beberapa contoh kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana adalah kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan 

orang, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penggelapan, penghinaan, dan lain 

lain.  

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi, terbagi atas: 

 
11 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cv. Widya Karya, 

Semarang, 2011, hlm.196 

12 Utsman Ali, “Pengertian Kejahatan dan pembahasannya”, diakses dari 

http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html, pada 

tanggal 20 Agustus 2015, pukul 09.43. 

http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html


 
 

 
 
 

a)      Violent personel crime (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh: 

pembunuhan (murder), penganiayaan (assault), pemerkosaan (rape). 

b)      Occasional property crime (kejahatan harta benda karena kesempatan).  

Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar. 

c)      Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: korupsi. 

 Kejahatan masuk dalam suatu tindak pidana. Tindak Pidana sering disebut 

juga dengan strafbaarfeit. Menurut Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah 

tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidanaatau dalam 

bahasa belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan 

“subyek” tindak pidana.13 Semakin hari kejahatan itu semakin meningkat di 

kalangan masyarakat. ada juga masyarakat yang baru melakukan kejahatan, yang 

diawali dengan percobaan tindak pidana (Poging).  

 Percobaan tindak pidana (Poging) diatur dalam Buku ke I Aturan Umum,  

Buku I BAB IV Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang berisi tentang 

Pasal 53 

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari 

adanya  

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata  

 
13 Wiryono Projodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia,PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55. 



 
 

 
 
 

disebabkan karena kehendaknya sendiri. 

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 

sepertiga. 

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

dijatuhkan  

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 

Pasal 54 

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. 

 Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “Poging”, menurut doktrin 

adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum sempurna. Dapat juga 

diartikan bahwa Percobaan (Poging) adalah suatu usaha untuk melakukan suatu 

tujuan tindakan tetapi belum selesai. Tindakan tersebut belum selesai bukan 

karena keinginan dari seseorang itu sendiri, tetapi dari faktor lain yang 

menghalangi. Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar 

dapat dipidananya percobaan tindak pidana. Teori-teori tentang dasar dapat 

dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan 

teori percobaan yang subyektif.14 

 Suatu Tindakan yang dapat dikatakan Percobaan (Poging), memiliki beberapa 

unsur. Berdasarkan Pasal 53 KUHP mengandung beberapa unsur: 

 
14 Astri C. Montolalu, Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Lex Crimen. Vol. 5 No. 2, Februari 2016, hlm. 75. 



 
 

 
 
 

a. Adanya suatu niat 

b. Adanya  permulaan pelaksanaan 

c. tidak terselesaikannya suatu pelaksanaan tersebut, tetapi bukan kehendak 

dari orang itu sendiri. 

Dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP telah menjelaskan bahwa percobaan 

(poging) dapat dihukum apabila seseorang akan melakukan suatu percobaan 

kejahatan saja, sedangkan percobaan pelanggaran tidak diatur dalam pasal ini. 

Penyebab dari tidak diaturnya suatu percobaan pelanggaran karena delik 

pelanggaran terbilang ringan untuk di pidana. Salah satu contoh percobaan 

kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP adalah Percobaan pembunuhan. 

Percobaan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP lama 

pidananya adalah 15 tahun dikurang 1/3. Bunyi Pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP 

ialah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah 

ternyata adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 

karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan penjelasan Pasal 338 Jo. 53 KUHP ada 

beberapa unsur sebagai berikut: 

• Barang siapa; 

• Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain; 

• Sudah ada niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak terselesaikan 

pelaksanaan itu, bukan karena kehendak si pelaku. 



 
 

 
 
 

 Pembunuhan adalah suatu tindakan seseorang dengan sengaja untuk 

menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar  hukum maupun yang 

tidak melawan hukum. Para ahli hukum tidak memberikan definisi mengenai 

pembunuhan, tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan merupakan 

kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Salah satu contoh kasus percobaan 

pembunuhan ada pada Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 

204/Pid.B/2015/PN.Plk. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) 

ialah berupa penyerangan terhadap nyawa seseorang. Tetapi ada pula percobaan 

kejahatan yang tidak diatur pada Pasal 53 KUHP, salah satu contoh percobaan 

kejahatan yang tidak diatur adalah percobaan penganiayaan. 

 Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II, 

BAB XX tentang penganiayaan Pasal 351-358. Percobaan penganiayaan tidak 

diatur dalam Kitab Undang-Undag Hukum Pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (5) 

yang berisi 

Pasal 351 

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun.  

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun. 



 
 

 
 
 

 (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.  

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang disengaja untuk merusak 

kesehatan seseorang sehingga dapat menyebabkan orang tersebut merasakan 

tidak enak (menderita), sakit, ataupun luka. 

Unsur-unsur penganiayaan : 

a. Adanya suatu kesengajaan; 

b. Adanya suatu tindakan (perbuatan); 

c. Adanya akibat yang ditimbulkan seperti rasa sakit pada bagian 

tubuh, dan atau luka pada bagian tubuh; 

d. Akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan utama dari tindakan 

tersebut. 

Didalam tindak pidana penganian juga memiliki beberapa Jenis-jenis 

penganiayaan, yaitu : 

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa. 

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. 

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana. 

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat. 

 



 
 

 
 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Mengapa Percobaan penganiayaan tidak di pidana sedangkan percobaan 

pembunuhan di pidana? 

2. Bagaimana cara membedakan antara percobaan pembunuhan dengan 

percobaan penganiayaan? 

C. Ruang Lingkup Permasalahan 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka ruang lingkup 

penulisan skripsi ini lebih dititik beratkan pada perbedaan ancaman sanksi pada 

KUHP mengenai percobaan tindak pidana pembunuhan dan percobaan tindak 

pidana penganiayaan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan adanya rumusan masalah diatas, adapun 

tujuan penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini adalah : 

1. Dapat mengetahui dan menganalisis latar belakang perbedaan hukuman 

terhadap percobaan pembunuhan dengan percobaan penganiayaan 



 
 

 
 
 

2. Dapat lebih memahami dan menganalisis perbedaan percobaan 

pembunuhan dengan percobaan penganiayaan. 

E. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

      1. Manfaat Teoritis: 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya 

dalam perkembangan hukum, terkhusus hukum pidana yang terkait atas 

permasalahan tentang perbedaan ancaman sanksi pada percobaan tindak 

pidana penganiayaan dengan tidak pidana pembunuhan yang diatur oleh 

KUHP. 

2. Manfaat Praktis : 

  Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan data mengenai ilmu yang telah diperoleh dari teori dengan 

praktek, dan bentuk sumbangan pemikiran dan masukan kepada penerapan 

teori percobaan (poging) dalam putusan hakim pada perbedaan ancaman 

sanksi pada percobaan tindak pidana penganiayaan dengan tidak pidana 

pembunuhan yang diatur oleh KUHP. 



 
 

 
 
 

F. Kerangka Konseptual 

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: 

1. Teori Percobaan (Poging) 

Percobaan adalah kejahatan yang telah dimulai, tetapi belum selesai. 

Dalam bahasa Belanda percobaan disebut “poging”. Menurut R. Soesilo, 

percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kedapa hal 

yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah mulai, akan tetapi tidak 

selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orangnya tidak mati, hendak 

mencuri barang, tetapi tidak sampai mengambil barang itu.15 Percobaan diatur 

di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku I Bab IX Pasal 53 dan 

Pasal 54.  

Di dalam percobaan memiliki beberapa unsur yaitu : 

a. Adanya suatu niat 

Dalam bahasa Belanda niat disebut dengan “voornemen”. Berdasarkan 

pasal 53 KUHP, niat diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu 

kejahatan yang didasarkan dengan kesengajaan (opzet). 

 

 
15 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 69. 



 
 

 
 
 

b. Adanya  permulaan pelaksanaan (awal perbuatan) 

Jika seseorang hanya memiliki suatu niat saja maka orang tersebut tidak 

dapat diancam pidana, karena niat tidak memiliki bentuk yang nyata dan 

sulit diukur. Permulaan pelaksanaan yaitu awal terjadinya suatu perbuatan 

tertentu yang telah merujuk kepada perbuatan yang disebut dengan delik.  

Pada teori permulaan pelaksanaan memiliki dua teori, yaitu teori subjektif 

dan teori objektif. 

• Teori percobaan subjektif : 

a. melihat dari orang/pelakunya 

b. melihat dari niat jahat dari orang tersebut yang menunjukan suatu 

perilaku    yang yang bersifat membahayakan 

• Teori percobaan subjektif : 

a. melihat dari perbuatan/tindakannya 

b. perbuatannya mengganggu, membahayakan, bahkan mengancam 

kepentingan umum. Perbuatannya tersebut merupakan perbuatan 

terlarang. 



 
 

 
 
 

Untuk memperjelas kedua teori tersebut penulis akan memberikan 

contoh kasus posisi (Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 

204/Pid.B/2015/PN.Plk) : 16 

Pada hari minggu tanggal 05 April 2015 sekitar jam 02.30 WIB, 

ketika Caca berada di samping Gereja Estomihi sedang merayakan 

paskah di komplek pemakaman Kristen Kuala Kurun kemudian caca 

dipanggil oleh didi, yang saat itu sedang bersama Hendra yang sedang 

duduku diatas sepeda motor lalu caca menghampiri Didi dan hendra 

dan setelah itu caca diberi segelas minuman tradisional beralkohol 

jenis Anding oleh temannya Didi, setelah itu Hendra bertanya kepada 

Caca untuk meluruskan masalah yang telah terjadi di antara Caca dan 

hendra dengan berkata “Mas apa maksudmu waktu itu membawa 

segala tombak, parang, dan lading bersama teman-temannya”, setelah 

itu langsung dijawab Caca “ terserah kamu saja mas saya ini tidak 

bisa kena geretak”. Setelah itu Didi kembali meyuguhkan kembali 

segelas minuman tradisional jenis Anding, tak lama kemudian sepeda 

motor yang Hendra duduki jatuh dan Hendra pun juga ikut terjatuh, 

Hendra pun berusaha untuk berdiri, ketika posisi Hendra sedang 

berjongkok membelakangi Caca dan sedang berusaha untuk 

mendirikan sepeda motornya, karena Caca masih kesal dengan 

 
16 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Plk 



 
 

 
 
 

Hendra karena masalah yang telah terjadi diantara mereka, Caca 

langsung berbalik dan menusuk hendra kea rah kepala secara berkali-

kali sehingga Hendra melakukan perlawanan, dengan menangkis 

tusukan dari Caca, namun Caca semakin lepas kendali sehiingga Caca 

menusuk kembali Hendra secara berkali-kali dibagian tubuhnya yang 

menyebabkan luka tusuk, lika iris, dan lika gores, Didi berusaha 

melerai tindakan Caca kemudian setelah berasil dilerai lalu datanglah 

Bedi dan Tian (anggota Polsek Kurun) kemudian Caca ditangkap dan 

hendra dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kuala Kurun untuk 

mendapatkan perawatan. 

Berdasarkan kasus posisi tersebut dilihat dari teori subjektif 

permulaan pelaksanaan itu dapat dikatakan ketika Caca memiliki niat 

untuk membunuh Hendra dan mengarahkan pisau kekepala Hendra 

(melihat orang tersebut memiliki niat jahat yang menunjukan perilaku 

yang dapat membahayakan) sedangkan teori objektif dapat dikatakan 

permulaan ketika Caca Menusuk kepala Hendra secara Berkali-kali 

(perbuatan yang mengganngu, mengancam, dan membahayakan 

kepentingan umum) 

c. Tidak terselesaikannya suatu pelaksanaan tersebut, tetapi bukan 

kehendak dari orang itu sendiri 



 
 

 
 
 

Suatu tindakan dapat dikatankan percobaan apabila pelaksanaan 

tindakan itu dilakukan tidak samapai selesai, tanpa niat dari dalam 

diri seorang pelaku tersebut. Jika seseorang telah mempunyai niat, 

dan melakukan suatu perbuatan setelah beberapa saat orang 

tersebut berhenti melakukan perbuatannya karena kehendak dari 

dirinya sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan 

suatu percobaan. Tindakan seseorang tersebut dapat dikatakan 

percobaan apabila orang tersebut melakukan suatu tindakan tetapi 

tidak terselesaikan karena ada hambatan lain, bukan terhenti oleh 

keinginan dari diri orang itu sendiri. Sebagai contoh kasus yang 

ada pada poin b, kasus yang ada pada poin b tersebut merupakan 

percobaan pembunuhan, karena unsure unsure dari percobaan 

tersebut telah tepenuhi. Adanya niat dari Caca, adanya permulaan 

pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai karena bukan disebabkan 

oleh kehendak Caca, melainkan terhenti oleh dilerai Didi, 

sehingga tindakan yang dilakukan oleh Caca tidak terlaksanakan 

sampai selesai. 

 

 

 



 
 

 
 
 

2. Teori Penjatuhan Pidana 

Menurut Sudarto pengertian pidana ialah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. Pidana mengandung unsure-unsur dan cirri-ciri yaitu : 

1. Pada dasarnya pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau 

akibat-akibat dan pengenaan yang tidak menyenangkan. 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang). 

3. Pidana diberikan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang-undang. 

4. Pidana merupakan kata-kata pencelaan oleh Negara atas diriseseorang 

karena telah melanggar hukum. 

 Berdasarkan unsur-unsur diatas, dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana 

adalah suatu penderitaan yang diberikan terhadap orang yang melanggar suatu 

perbuatan yang telah dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. 

Penjatuhan Pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana. Stelsel pidana 

berisi tentang jenis pidana, cara penjatuhan pidana, batas-batas penjatuhan 

pidana, cara untuk menjalankan suatu pidana, begitu pula mengenai 

pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Stelsel 



 
 

 
 
 

Pidana Indonesia diatur dalam buku I KUHP dalam bab 2 dari pasal 10 

sampai dengan 43.  

Menurut stelsel KUHP, Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara 

pidana pokok dan pidana tambahan. 

Pidana Pokok terdiri dari : 

a) Pidana mati. 

b) Pidana penjara. 

c) Pidana kurungan. 

d) Pidana denda. 

e) Pidana tutupan. 

Pidana Tambahan terdiri dari : 

a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu. 

b) Pidana perampasan barang-barang tertentu. 

c) Pidana pengumuman keputusan hakim 

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP telah mengelompokkan jenis-

jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan 

antara jenis pidana pokok dan jenis pidana tambahan ialah sebagai berikut : 



 
 

 
 
 

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok memiliki sifat keharusan 

(imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan memiliki sifat 

fakulatif. 

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan adanya penjatuhan 

pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan jenis 

pidana tambahan tidak boleh tidak ada penjatuhan pokok. 

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, apabila telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan 

Ada tiga golongan teori utama untuk membenarkan suatu penjatuhan 

pidana: 

1. Teori Relatif atau tujuan (doeltheorien) 

 Berdasarkan teori ini suatu kejahatan yang tidak mutlak harus 

diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari 

masa lalu tapi juga ke masa depan. Pemidanaan harus memiliki suatu 

tujuan yang lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau 

pidana bukanlah sekedar alat untuk pembalasan, tetapi memiliki 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan tersebut 

merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, 

sehingga teori ini disebut dengan teori perlindungan masyarakat. 



 
 

 
 
 

 Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan 

jahat sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena terbukti 

semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, 

sehingga penjatuhan pidana tidak dapat menjamin berkurangnya suatu 

kejahatan. 

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien) 

 Menurut teori ini didalam suatu kejahatan terdapat pembenaran 

dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang ingin dicapai. Adanya 

pemidanaan karena ada suatu pelanggaran hukum. Jadi berdasarkan 

teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak 

pidana. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan 

keadilan, sedangkan pengaruhnya ialah skunder. Contoh, jika A dan B 

melakukan suatu tindak pidana, A melakukan tindak pidana yang lebih 

serius dari B, maka A akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. 

3. Teori Gabungan (verenigingsthrorien) 

 Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam 

pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin 

unsur pembalasan dan prefensi seimbang. 

a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan  



 
 

 
 
 

 Pompe mengatakan bahwa orang tidak boleh meutup mata 

pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-

saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan 

artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian 

terkait dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan 

diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan 

berguna bagi kepentingan umum.17 

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik 

beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, 

tetapi yang berguna bagi masyarakat. dasar pidana adalah 

penjatuhan pidana yang beratnya sesuai dengan beratnya suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi batas beratnya 

pidana dan perbuatan yang dialkuakn pleh terpidana dapat diukur, 

ditentukan oleh apa yang berguna untuk masyarakat. berdasarkan 

teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan pula oleh Rossi 

dan kemudian Zevenbergen yang menyakatan bahwa makana 

tiap-tiap pidana ialah pembalasan tapi maksud dari tiap-tiap 

pidana ialah melindungi tata hukum pidana membaliakn hormat 

terhadap hukum dan pemerintah. 

 
17 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 135-137 



 
 

 
 
 

b. Teori Gabungan yang Menitik Beratkan Pertahanan Tata Tertib 

Masyarakat. 

Menurut teori ini, tidak boleh lebih berat dari pada yang di 

timbulkannya gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang 

seharusnya. Pidana memiliki sifat pembalasan kareana pidana 

hanya dijatuhkan dengan delik, yaitu perbuatan yang dilakukan 

secara sukarela. Walaupun sifat pidana ialah pembalasan bukan 

berate pembalasan tersebut merupakan suaru tujuan dari pidana. 

Salah satu tujuan dari pidana ialah melindungi kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan suatu 

penjatuhan pidana, yaitu : 

• Pencegahan terhadap tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum demi pelindungan masyarakat. 

• Melakukan koreksi terhadap orang yang melakukan pidana yang 

bertujuan agar menjadikan terpidana tersebut jadi orang yang baik dna 

berguna. 

• Menyelasaikan konflik yang timbul karena tindakan pidana, sehingga 

dapat memperbaiki keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada 

masyarakat. 



 
 

 
 
 

• Membebaskan rasa bersalah terhadap orang yang melakukan tindak 

pidana. 

Maka dari itu, berdasarkan rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran 

dari teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi 

kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap 

terpidana. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu mengumpulkan data-data 

pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu dan segala 

sumber yang berhubungan dengan skripsi.18 Penelitian normatif disini 

memiliki maksud bahwa permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian 

dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum 

yang terkemuka. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. 

Yang berarti bahwa pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari 

 
18 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, 

2012, hlm.33. 



 
 

 
 
 

perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang berhubungan 

dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian 

hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai akar pijakan 

untuk membentuk argumen yang tepat. Adapun bentuk-bentuk pendekatan 

yang digunakan pada tulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 

komparatif (comparative approach). 

1) Pendekatan  perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan membahas semua peraturan 

perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan 

permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 

2) Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis kasus-kasus 

yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi.Kasus-kasus 

yang dianalisis merupakan kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap.Pendekatan kasus (case 

approach) yang digunakan pada penulisan ini yaitu Pasal 338 Jo. 53 

KUHP. 

3) Pendekatan komparatif (comparative approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan 

hukum ataupun putusan pengadilan, namun harus mengenai hal yang 



 
 

 
 
 

sama. Pendekatan komparatif ini dilakukan guna untuk mengetahui 

perbedaan diantara peraturan hukum yang ada. Dalam proposal ini 

penulis akan membandingkan peraturan hukum mengenai 

penjatuhan pidana terhadap pelaku percobaan penganiayaan dalam 

Pasal 351 ayat 5 dan percobaan pembunuhan pada Pasal 338 Jo. 53 

KUHP. 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:19 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Kitab 

Undang-Undang HukumPidana (KUHP), KitabUndang-Undang Acara 

Hukum Pidana (KUHAP), catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer 

dalam penelitian ini adalah:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141. 



 
 

 
 
 

3) Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 

204/Pid.B/2015/PN.Plk 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu buku–buku teks yang ditulis 

oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber 

lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum serta 

internet sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan 

cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelurusan 

dengan melalui internet.20 

 

 

 

 
20 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160. 



 
 

 
 
 

5. Teknik Pengelolahan Bahan Hukum 

Setelah mendapatkan bahan-bahan hukum dari hasil penelitian 

kepustakaan, maka akan dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang 

didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum 

tertulis. Sistemisasi disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan 

kontruksi.21 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 

dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara 

deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas 

dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.22 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan 

kesimpulan secara deduktif. Dimana dengan metode ini penarikan 

kesimpulan yang didasarkan pada fakta umum sebagai inti permasalahan 

lalu dilanjtkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai 

penjelas.23

 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 251. 
22Ibid, hlm. 182. 
23 Edutafsi, “Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif”, diakses dari 

http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html?m=1 , 

pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 01.16. 

 

http://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html?m=1
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